
   

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni: 

1. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan 

Ditinjau Dari Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

yaitu pihak PT. Mega Finance (kreditur), khususnya dalam hal 

mengeksekusi barang jaminan, jelas didasarkan pada klausula baku didalam 

pejanjian pembiayaan konsumen yang menyatakan bahwa apabila pembeli 

lalai (wanprestasi) dalam membayar angsuran, maka kenderaan bermotor 

tersebut akan diambil. Hal ini merupakan alasan hukum yang sah bagi pihak 

kreditur untuk melakukan eksekusi secara langsung dengan kekuasaannya 

sendiri tanpa putusan pengadilan sebagaimana yang selama ini dilakukan 

oleh PT. Mega Finance Cabang Gorontalo terhadap debitur yang 

wanprestasi. Sedangkan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia 

diterangkan bahwa eksekusi dapat dilaksnakan jika barang jaminan telah 

disertifikatkan agar mempunyai kekuatan eksekutorial melalui pembuatan 

akta notaris tentang jaminan fidusia dan didaftarkan pada kementrian 

Hukum dan HAM, Maka dalam hal ini debitur selaku pihak yang lemah 

akan di lindungi oleh undang-undang. 
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2. Akibat hukum terhadap eksekusi objek jaminan yang tidak didiaftarkan 

jaminan fidusia ditinjau dari  Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia secara normatif  kreditur tidak sah menggunakan parate 

executie (eksekusi lansung) dan proses eksekusinya harus dilakukan dengan 

cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri melalui proses 

hukum acara perdata hingga turunnya putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

5.2 Saran  

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti memberikan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Sebaiknya perlu di diskusikan atau atau diseminarkan tentang 

pembentukan eksekusi terhadap perjanjian jaminan fidusia, dan 

pentingnya pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia ke 

kementrian Hukum dan HAM. Dengan didaftarkannnya jaminan fidusia 

maka asas publisitas terpenuhi, ini merupakan jaminan kepastian hukum 

terhadap kreditur dalam pengambilan piutangnya dari debitur.  

2. Pemerintah agar mengefektifkan penerapan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 130/PMK.010/2012 terkait sanksi hukum bagi lembaga 

pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia. Hal tersebut 

dimaksudkan agar memberikan kepastian hukum serta untuk 

memposisikan lembaga pembiayaan pada posisi yang lebih 

menguntungkan dan memperoleh hak eksekutorial (parate eksekusi) 

langsung sehingga memiliki dasar hukum yang jelas dalam melakukan 
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eksekusi terhadap objek yang dijadikan Jaminan Fidusia apabila terjadi 

hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. 
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